





A. Latar Belakang 
Tanah merupakan asset dari semua manusia untuk menjalankan 
kehidupan di dunia. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, karena tanah 
merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makanan, tempat mereka 
dilahirkan, tempat mereka dimakamkan bahkan tempat leluhurnya, maka 
selalu ada pasangan manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah.
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Tanah diberikan dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 
disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan 
atau dimaanfaatkan. Diberikan tanah dengan hak tersebut tidak akan 
bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 
bumi saja.
2
 Pengertian tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah  
“permukaan bumi yang dalam penggunaannya termasuk bagian 





Begitu pentingnya tanah bagi manusia sehingga selain berdampak 
positif juga berdampak negatif yaitu timbulnya berbagai permasalahan dan 
kasus dalam bidang pertanahan. Perkembangan sengketa tanah, baik secara 
kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedangkan faktor 
penyebab utama munculnya sengketa tanah adalah luas tanah yang tetap, 
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sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk 
memenuhi kebutuhannya selalu bertambah terus.
4
   
Keberadaan tanah yang jumlahnya terbatas mengakibatkan perebutan 
terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah, bahkan 
pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang 
dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid  
“Soal agrarian (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan 
manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi 
manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang 
hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah 




   
Salah satu sengketa yang banyak terjadi adalah sengketa mengenai 
batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan 
bisa juga karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, hal ini 
dapat menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak. Seperti yang terjadi di 
Kelurahan Semanggi dimana terjadi perselisihan mengenai batas- batas tanah 
antara 2 (dua) pemegang sertifikat hak milik atas tanah, dimana salah satu 
pemilik tanah merasa sebagian tanahnya telah diserobot oleh pemegang 
sertifikat hak milik yang lain. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut 
dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan adanya pihak yang 
dirugikan. Penyelesain sengketa dengan cara non-litigasi atau alternatif yang 
lebih dikenal dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
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Penyelesaian Sengketa lebih banyak diminati oleh masyarakat karena mereka 
masih memandang penyelesaian dengan cara litigasi memerlukan biaya mahal 
dan waktu yang lama. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini 
digolongkan dalam media non-litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian 
konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan 
satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. 
ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara 
penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.
6
 
Selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam menangani 
masalah pertanahan masih bersifat pasif / menunggu keinginan para pihak 
yang bersengketa, sehingga terkesan kurang perduli terhadap kepentingan dan 
berbagai masalah pertanahan yang dialami oleh masyarakat. Beberapa 
permasalahan tanah, biasanya diselesaikan oleh Kantor Pertanahan (Badan 
Pertanahan Nasional) melalui mediasi penyelesaian konflik serta 
administrasinya. Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang 
penyelesaian sengketa pertanahan tersebut dengan mengambil judul : “ 
TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG 
BATAS TANAH DI KELURAHAN SEMANGGI PADA BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA’’ 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 
maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa batas?  
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas tanah dengan mediasi di 
kelurahan Semanggi Rt 04 Rw 07, Pasar Kliwon, Surakarta pada Badan 
Pertanahan Nasional di Surakarta ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian harus memiliki tujuan, dimana antara satu penelitian 
dengan penelitian yang lainnya memiliki perbedaan. Maka tujuan penulisan 
dalam melakukan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya 
sengketa tanah batas tanah.  
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa batas tanah dengan cara 
Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional di Surakarta.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diproleh dari penelitian hukum ini antara lain  
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan 
masukan kepada peneliti dalam hukum agrarian terutama mengenai 
penyelesaian sengketa batas tanah oleh kantor pertanahan Surakarta. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 
referensi atau literature bagi penulisan dan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan penalaran, dan membentuk pola 
pikir serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari - hari. 
b. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 
mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. 
c. Untuk dapat menerapkan ilmu – ilmu dan teori hukum yang telah 
penulis dapatkan sehingga memberi manfaat bagi penulis serta 
masyarakat umum. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Manusia adalah makluk sosial dimana selalu hidup berkelompok dan 
tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia lain.  Perkembangan sengketa tanah, 
baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, 
sedangkan faktor penyebab utama munculnya sengketa tanah adalah luas 
tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah 
(manusia) untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah terus.
7
 Sengkata 
pertanahan yang dikemukakan oleh Rusmadi Murad adalah perselisihan yang 
terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak – pihak 
tersebut untuk penggunaan atau penguasaan hak atas tanahya,yang 
diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengdilan.
8
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Untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah maka tanah harus 
didaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan 
kepastian hukum, jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam 
pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian 




Salah satu sengketa yang banyak terjadi adalah sengketa mengenai 
batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan 
bisa juga karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, atau 
menggunakan tanah tersebut melebihi hak pakai tanah tersebut sehingga hal 
ini dapat menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak. Beberapa 
permasalahan tanah, biasanya diselesaikan oleh Kantor Pertanahan (Badan 
Pertanahan Nasional) melalui mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa 
dengan cara ini merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang 
kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap 
konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan 
oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa 




F. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 
metode atau cara, sistematika, dan hasil berpikir yang bertujuan untuk 
                                                          
9
 Urip Santosa,2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta : PRENADAMEDIA 
GROUP, hal. 278. 
10
 Rachamadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, hal. 4. 
7 
 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 
meganalisanya.
11
 Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut : 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum 
yuridis normatif adalah penelitian yang  menggunakan sumber data 
sekunder yakni peraturan perundang – undangan, putusan lembaga atau 
badan pertanahan nasional, teori – teori ataupun konsep hukum dan 
pandangan para sarjana hukum.
12
 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah jenis penelitian deskriptif dimana memberikan gambaran secara 
sistematis tentang proses penyelesaian sengketa batas tanah di kelurahan 
Semanggi oleh Kantor Badan Pertanahan Surakarta serta tindak lanjut dan 
kewenangan Badan Pertanahan Nasional di Surakarta sebagai 
mediatornya. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yaitu bahan – bahan kepustakaan berupa dokumen, buku – 
buku, laporan, arsip, dan literature yang berkaitan dengan masalah 
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yang diteliti yaitu tentang proses penyelesaian sengketa batas tanah di 
kelurahan Semanggi oleh Kantor Badan Pertanahan Surakarta serta 
tindak lanjut dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional di 
Surakarta sebagai mediatornya. 
b. Sumber Data 
1) Data Primer 
 Data primer adalah data asli atau data dasar yang diperoleh 
peneliti dari sember pertama, dari sumber asalnya yang pertama 
yang belum di olah dan diuraikan orang lain.
13
 Data primer 
diperoleh langsung dari lapangan yakni dari Badan Pertanahan 
Nasional Surakarta. 
2) Data Sekunder 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian  
hukum normatif adalah   sumber  data   sekunder. Sumber data 
sekunder adalah  bahan – bahan kepustakaan yaitu antara lain 
berupa dokumen resmi, buku – buku, laporan, arsip, jurnal dan 
literature yang berkaitan dengan masalah – masalah  yang diteliti 
oleh penulis. Sumber data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
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a) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum Indonesia yaitu 
sebagai berikut: 
(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. 
(2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 
(3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.   
(4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. 
(5) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 
Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan 
Penyelesaian Masalah Pertanahan,   
b) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data 
sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan 
seperti buku sengketa pertanahan, buku agrarian, buku 





c) Bahan Hukum Tersier  
Bahan   hukum   tersier adalah bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 




4. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Surakarta yang 
beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Jebres, Kecamatan 
Jebres, Kota Surakarta kode pos 57126. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 
penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah :  
a. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan 
mencari landasan teori dari permasalahan dalam penelitian ini dari 
sumber tertulis dapat berupa buku – buku, dokumen resmi, arsip 
maupun jurnal, sehingga penelitian lakukan bukanlah kegiatan yang 
bersifat trial and error.
15
 
b. Wawancara  
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dengan bertatap muka, 
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang 
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dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan yang berkaitan 
dengan penelitian. 
6. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh dan diolah akan dibahas menggunakan metode 
analisis kualitatif, yaitu menggabungkan data sekunder yang telah 
dianalisis berupa peraturan perundang – undangan, literature, buku 
kepustakaan, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan sengketa batas 
tanah dengan data primer yang diperoleh dari studi lapangan, sehingga 
dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis 
dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat 
dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 
 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatau uraian 
mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci 
disusun dalam pembabagan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran 
yang jelas tentang apa yang ditulis. Adapun sistematika penulisan hukum ini 
terdiri dari empat bab, yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN yaitu  mengenai latar belakang masalah yang  
merupakan hal – hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, 
perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang akan diteliti, tujuan 
penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat 
penelitian merupakan hal- hal yang diambil dari hasil penelitian, metode 
penelitian berupa jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik 
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pengumpulan data, dan teknik analisis data selanjutnya adalah sistematika 
penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA yaitu berisi tentang teori - teori 
kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam 
memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu : 
mengenai tinjauan umum tentang sengketa pertanahan, tinjauan umun tentang 
mediasi, tinjauan umum tentang Kantor Pertanahan. Hal tersebut ditujukan 
agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti. 
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yaitu menguraikan 
mengenai hasil penelitian dan pembahasannya dengan teknik analisis data 
yang telah ditentukan dalam sub bab metode penelitian. 
BAB IV:PENUTUP yaitu mengemukakan tentang simpulan dari hasil 
penelitian dan juga saran yang relevan dari penelitian. 
 
